I1imban;

1gingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR .

NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PERTANGGLNGIAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.'A DAERAH

ot

fu—y

TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1)
Undang-Ungang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahén
Daeral yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 “"ahun 2008, Kepala Daeran
mengajuken  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangar:
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakahir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana cimaksus
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupatern:
Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ,\nggarar
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

. Undeng-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-<aerah Tingkat II clalam Wilayah Daerah - daerah
Tingkat I Eali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggzra Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor
1655) ;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 945 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12

Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .
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1994 Nornor 62, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569 ) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahua 1997 tentang Pajat: Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran ffegara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengap
Undang- Undang Nomor 34 Tahur 2000 (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

. Undang-Undanc Nomor 21 Tahur: 1997 tentang Bea Pzrolehan

Hak Atas Tenah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik
Indoricsia Tahun 1997 Nomor 4¢4, Tambahan L2mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688); Sebagaimena telah
diubah dengan Undang-Urdang Nomor 20 Tahun 2000
(Lernbaren Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988} ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentance Komisi
Pemberuntasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negare
Nomor 4250) ;

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keauangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasie
Nornor 4285);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanc
Perbencaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan { Lambarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
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9.Undang - tIndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraeriksaa
Pengelolaan dan Tanggung jawab .Keuangan Negars
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Momot 6€,
Tambahar, Lembaran Negara Republik Indonesia Normior 4400 ;

10.Undang-Urdang Noraor 25 Tahun 2004 tentanq Sisten
Perencanaan “Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaha~
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemzrintalia »
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesis
Normor 4437), sebagalmana telah beberapa kali diubat,
terakhir  clengan - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republit. Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844)

12.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan¢
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dar
Pemerintahan Paerah (Lembaran Neqgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 4438);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajal.
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lemparan Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

14. Peraturan = Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Dierah (Lembaran Neoara Republik Indones;a Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139) ;

15. Peratiran  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negaro
Republil: Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah heberapa
kali diuiyah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesic Tahur
2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republil.
Indonesia Nomor 4709);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Badan lavanan Umum (Lz=mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17.Peraturen Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi  Pemerintehann  (Lembaran  Negara
Republik. Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tembahar,
Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan cembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574) ;

19.Peraturan Femerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 137, Tambahan Leinbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern
Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); '

21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentan¢; Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tarabahan Lembaran Negara Rzpublik Indonesia Nomor
4577);



22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Taaun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaraa
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578);

23.Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedomen
Penyusunan dan Penerapan Slandar Pelayanar Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nocmor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr or 4585);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 200%
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4593);

25.Peraturan Femerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporar,
Keuangan din Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Repuiblik I[ndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indoneszi Nomor 4614);

26.Peraturan [Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pecloman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Ke'sangan
Daerah /Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2006
Nomor 7);

28. Peraturan Deaerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun
2007 - tentang  Anggaran Pendapatan dan FEelanja
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Angc¢aran 2007 (Leribaran
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 20067 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupater Gianyar Nomor 18 Tahun
2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2007 Nomor 19);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

Menetapkan

dan

IBUPATI GIANYAR
MEMUTUSKAN :

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  GIANYAR  TEMTANG
PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 2007,

Pasal 1

(1)Partanggungjawaban  Pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan rnemuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca,

c. Laporan Arus Kas;

d. Catatan Atas Laporan Keuangar:.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dmaksud pada ayat (1)
dilampiri clengan laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan
Keuangan badan usaha millk daeran/ perusahaan daeral

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf a tahur. anggaran 2007 sebagai berikut:

a. Pendapatan ................. Rp 549.618.902.921,07
b. Belanja.........................Rp  554.928.721.065,78
Surplus/defsit.................. Rp  (5.309.818.144,71)
c. Pembiayaan......

Penerimaan ......... ....... Rp 36.955.972.524,58

Pengeluaran Rp  2.257.547.744,68

nressartebasasarnne




Surplus/defisit................ Rp  29.388.556.635,19
Pasal 3

\Uraian lapo:an realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalare
~ pasal 2 sebac)ii berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlat,
Rp 11.292.920.038,09 dengan rincian sebagai berikut :

! a. Anggaran pendapatan setelch perubahan
| Rp
538.325.982.882,98
b, Realisasi....ccvicceiinviiieies e, KRn
549.518.902.921,07
Selisih Lebih/ KUrang........cocoeeevivvnninns Ri3
11.292.920.038,09

(2) Selisih anggaran dengan realisasi balanja séjumlah
Rp (18.278.184.341,78) dengan rincian sebagai berikut :

; a. Angcaran belanja sezelith perubahan .Ra
§ 573.206.905.407,56
y D. Realisasi.......ccovevimiiivnis v, Rp
\ 554.928.721.065,78
y Sel'sin Lebih/ KUFANG...vevveeeees e Ri
(12.278.184.341,78)
4 (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defsit sejumlai-.
" Rpp 29.571.104.379,87, dengan rincian sebagai berikuit :
a. Su-plus/ defisit setelah perubahan w..Rp
: (34.830.922.524,58)
! b. Realisasi.......ccovveennee, e Rp (

5.209.818.144,71)

Selisih Lebih/ KUrang.....ocvvveviees vevninens Rr.
29.571.1N4.379,87 :

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pernbiayaan
i sejumlah Rp (300.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggeran penerimaan pembiayaan
setelah perubehan..........cccceeivies e, Rp
37.255.,922.524,58




b. Realisasi. ........ . et Rp
36.955.922.524,58
Selisih Lebih/ Kurang............ v Rp
(300.000.000,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasl pengeluaran perabiayaan
sejumliah Rp (117.452.255,32) der.gan rincian sebagai berikut

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubzhan......cccevceveeien e, Rp
2.375.000.000,00 ’

b.  REBIISASE et et Rp
2.257.547.744,68
Se isih Lebih/ KUrang....ccovee e Rp
(117.452.255,32) _

~ (6) Selisin anygaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp (132.547.744,68) dengan rincian sebagal berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto '
selelah perubahan.......covevecieind RO
34.880,922.524,58

b. REANSASI.....oveiiieeeieriie e e e Rp
34.69:.374.779,90

Selisity Lebih/ KUFERG. o R
(182.547.744,68)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf L-per 31

Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rn
9€0.280.400.271,05
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b. Jumiah kewajiban.......cccooiniinnnn Kp
7.774.015.521,05
C. Jumiah ekuitas dana.....coeeevenenens Rp
952.506.384.750,00

Pasal 5

; Laporan arus kas sebagaimana dimaxksud dalam paseal 1 huruf ¢
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desernber tahun
2007 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per L Januari tahun 2007 ... Rp
36.955.922.524,58

b.Arus kas dari aktivas operasi .........ccceevneeen, Rp
84.534,133.805,29

c.Arus kas dari aktivitas investasi asct non-

KEUBNUGAMN L.eeivviieiinniiieueerieenivieniein coveraressaas Rp
(89.843.951.950,00) :

d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan............ Rp
( 2.257.547.744,68)

e.Arus kas dari aktivitas nonanggaran........... Rp
0,00

f.Salcio kas akhir per 31 Desember Tahun
20070 e O Rp

31.022.121.214,38

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasul 1
huruf d tehun anggaran 2007 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada p3asal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri Cari ; '

a. Lempiranl : Laporan realisasi anggaran
ampiran I.1 :  Ringkasan laporan realisa<i anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah clan
organisasi ; ' '
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Lernpiran 1.2 :  Rincian laporan relisasi anggaran menur.ut
urusan pemerintahan daerah, organisasi
pendapatan, belanja dan pemtiayaan;

Lampiran .3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahian
daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 ;. Rekapitulas' realisasi anggaron belaja
daerah  untuk keselaresan  dan
keterpaduan urusan pemerintahan daergh
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan MNegara;

Lampiran 1.5 : Daftar Piutang Daerah

Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi)

Lampiran L7: daerah; |
Daftar  realisasi penambahan  den

Lampiran L8 :  pengurang3an aset tetap daerah;

. , Daftar  reclisast  penambahan  dan

Lamipiran 1.9 :  pengurangan aset lalnnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yasng belum
diselesaikan sampai akhir ahun clan
dianggarkan  kembali dalam talitin

Lampiranl.10 : anggaran terikutnya;

Lampiranl.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan

b. Lampiran II Daftar pinjeman daerah dan obligasi

: daerah, '

¢. Lampiran II  Neraca
: Laporan arus kas
.d. Lempiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kineija tercantum -dalam lampiran V peraturan daerah
ini. ‘

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daersh inl. '

Pasal 9

Bupati mznetapkan peraturan kepalz daerah tentang penjabzran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian Ieb|h lariiut
dari pertanggungjawaban pelaksanaar: APBD.
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Pasal 10

”;

Peraturan Daerah inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan cE

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah iai dengan penempatannya dalam lembaran

Daerah,

Ditetapkan di Glanyar
Pada tanggal 25 Juli 2008

BUPATI GIANYAR

WAMAMU«J

TIOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

e
P

Diundangkan di Gianyar

PaPRE Y I i R

L ety ot fa G
v -

i Pacia tanggal 25 Juli 2008
2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR
-

COKORDA GDE PUTRA NINDIA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2008 NOMOR 1%



